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TENTANG

IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) FATHUL HUDA KECAMATAN SINGKUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAROLANGUN
Menimbang

a. Bahwa pendidikan anak usia dini (Paud) merupakan pendidikan yang
sangat mendasar dan sangat menentukan bagi perkebangan anak
dikemudian hari yang merupakan pendidikan pertama dan vtama bagi
tumbuhh kembang manusi. Paud merupakan peletak dasar pertumbuhan
perkembangan fisik, social, ckonomi, Bahasa dan komunikasi sesuai
dengan keunikan perkembangan anak usia dini yang cerdas, sehat, ceria
dan berakhlak mulia serta memiliki kesiapan baik fisik maupun mental
dalam memasuki pendidikan lebih lanjur;

b. Bahwa berasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu menetapakan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin
operasional/Penyelenggara Satuan Pendidikan Anak [lsia Dini Fathul
Huda Kecamatan Singkut.

Mengingat

!. Undang-undong Neagor 8 tahun 1974 tentang pokok pokok Kepegawaian
{ Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 noor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana telah
diubah dengan undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan
atas Undang undang Nomor 8 tahun 1974 ( Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851 );

2. Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang bersih dan bebas dari korupsi Kolusi den Nepotisme
{ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomaor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
{ Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3903 )
sebagaimana ielah diubah dengan undang-undang nomor 54 tahun 1999
tentanyg pembentukan Kabupaten Sarclangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten
Muare Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3969 );.

4. Undang-undang MNomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 noor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 4437) schagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun
2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor32 tahun 2004



Memperhatikan

KESATU

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambah Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4469);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan menimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambah Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 45857;

Persturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737

Peraturan Pemenintsh Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaban dan
penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 23, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor §105
sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 66 tabun 2010
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang
pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan | Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 89, Tambshan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Bupati Sarclangun Nomor 62 Tahun 2016 lentamg  susunan
organisasi, kedudukan tugas, fungsi dan tata kerja dinas pendidikan dan
Kebudaysan Kabupaten Sarolangun (Berita Daserah kabupaten Sarolangun
tahun 2016 nomor 62);

a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 62 Tahun 2016 tentang standar
Pendidikan Anak Usia Dini.

b. MOU Mendiknas dengan Gurbenur dan Para Bupati Se-Provinsi Jambi
antara pemenntah Pusat dan Kabupaten/Kota.

¢. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 sd 2017
yang bertekad menjadi Kabupaten Sarolangun vang lebih maju

MEMUTLISKAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) FATHUL HUDA KECAMATAN SINGKUT

Memberi Isin OperasionalPenyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia
Dimi Kepada :

Nama Lembaga - PAUD “FATHUL HUDA™
MNama Penanggung Jawab - Siti Muarofah, S.Pd.1
Pekerjaan  Pengelola
Kewarganegaraan Indonesia
Alamat - Desa Pasar Singkut
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Tarmanlo i wnsmbetms bmarlalooe UL N



KEDUA :  Pemberian [zin sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu akan dicabut,
apabila tefjadi pelanggaran mas kelentuan-kelentusn penyeclenggaraan
pendidikan anak usia dim sebagaimana diatur dalam pedoman teknis
penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan
Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementrian Pendidikan dan

Kebudayaan,

KETIGA :  Keputusan inl berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal k- e%-2018
KFPAIA DINAS PENDIDIK AN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SAROLANGUN

Tembusan disampaikan Kepada Yth,

1. Bapak Gubemur Jambi di Jamhbi

2. Bapak Bupati Sarolangun i Saralangun

1. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
4, $dr. Camat Singkut di Singhut



